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TENTANG
DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUMKABUPATENMANGGARAI TIMUR
TAHUN 2026

KETUABADANPENGAWAS PEMILIHANUMUMKABUPATENMANGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2023;

b. Bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan
huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat : a. Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 6109);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 272);

f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar
Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemiludan
Pemilihan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
189).



KETUA,

ZAKARIAS GARA, SH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG DAFTAR
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR TAHUN 2026.

PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai TimurTahun 2026,
Sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahka ndari Surat Keputusanini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik Sebagaimana tercantum dalam diktum pertama
terdiri atas:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Tanggal : 01 April 2026



Lampiran : Keputusan Ketua BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Manggarai Timur
Nomor : 08HM.00.02/K.NT-18/IV/2026
Tanggal : 01 April 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLUKABUPATENMANGGARAI TIMUR TAHUN 2026

A. INFORMASI WAJIB BERKALA

No RingkasanInformasi Unit Yang
MenguasaiInformasi

Penanggungjawab

PembuatanatauPenerbitanInformasi

Waktu dan
TempatPembua
tanInformasi

BentukInformasi
yang Tersedia

Jangka
Waktu

PenyimpananHard
Copy

Soft
Copy

I. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PROFIL BAWASLU
1. ProfilPimpinan dan Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Manggarai
Timur

Divisi SDMO dan Data
Informasi

Divisi SDMO dan Data Informasi 2026   Sesuai dengan
retensi arsip

2. StrukturOrganisasi Bawaslu
Kabupaten Manggarai Timur

Divisi SDMO dan Data
Informasi

Divisi SDMO dan Data Informasi 2026   Sesuai dengan
retensi arsip

3. Sejarah Bawaslu Kabupaten
Manggarai Timur

Divisi SDMO dan Data
Informasi

Divisi SDMO dan Data Informasi 2026   Sesuai dengan
retensi arsip

4. Visi dan Misi Bawaslu Divisi SDMO dan Data
Informasi

Divisi SDMO dan Data Informasi 2026   Sesuai dengan
retensi arsip



5. Alamat Lengkap Sekretariat Sekretariat 2026   Sesuai dengan
retensi arsip

6. Tugas,Wewenang dan
Kewajiban

Divisi SDMO dan Data
Informasi

Divisi SDMO dan Data Informasi 2026   Sesuai dengan
retensi arsip

II. INFORMASI MENGENAI PENGAWASAN

1. Laporan Akhir Pengawasan
Pemilu Bawaslu Manggarai
TimurTahun 2024

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

2. Intruksi ke Panwascam Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

3. Himbauan ke KPU Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

4. Himbauan ke Panwascam Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

5. Rekapitulasi hasil Pemilu,
Presiden, DPR RI, DPD RI,
DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

6. SK Pengelola kehumasan Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

7. SKTim pengawasan
pemilu/pemilihan

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

8. IKP Pemilu dan Pemilihan
2024

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip



9. Perolehan Suara Pemilu Dprd
Tahun 2024 Di Kabupaten
Manggarai Timur

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuaidenganr
etensiarsip

10. MoU PengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu dengan FKUB
Manggarai Timur

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

11. MoU PengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu Manggarai
TimurDenganMUI Kabupaten
Manggarai Timur

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

12. MoU PengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu Manggarai
Timurdengan Grakan Pemuda
Anshor Manggarai Timur

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

13. MoU PengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu Sumba Tengah
dengan Forum Komunikasi
Alumni PMKRI Manggarai
Timur

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

14. MoUPengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu Manggarai
Timur dengan Pengurus
Alumni GMNI

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

15 MoUPengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu dengan
pemerintah kelurahan Kota
Ndora dan Kelurahan Rana
Loba

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

16. MoUPengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu dengan
pemerintah Desa Nanga
Labang

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

17. MoU PengawasanPartisipatif Divisi Hukum, Divisi Hukum, Pengawasan, 2026   Sesuai dengan



Antara Bawaslu dengan
pemerintah Desa Compang
Dejing

Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Pencegahan dan Humas retensi arsip

18. MoUPengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu dengan
Asosiasi Jurnalis Indonesia
(AJI Manggarai Timur)

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

19. MoU PengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu dengan
Asosiasi Jurnalis Online (AJO
Manggarai Timur)

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

20. MoUPengawasanPartisipatif
Antara Bawaslu dengan
pemerintah Kelurahan Satar
Peot

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

21. SK Tim
FasilitasiPengawasanTahapanP
endaftaran, Verifikasi dan
Penetapan

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

22 Jadwal Pengawasan
Pendaftaran, Verifikasi dan
Penetapan Parpol

Divisi Hukum,
Pengawasan, Pencegahan
dan Humas

Divisi Hukum, Pengawasan,
Pencegahan dan Humas

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

B. INFORMASIWAJIB SEINFORMASI WAJIB SERTAMERTA
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Waktu dan
Tempat
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I. PENYELESAIAN SENGKETA
1. SK Tim fasilitasi pengawasan kampanye Divisi Penanganan

Pelanggaran dan
Divisi Penanganan
Pelanggaran dan

2026   Sesuai
dengan



Penyelesaian Sengketa Penyelesaian Sengketa retensi
arsip

2. Alur Penyelesaian Sengketa Antar Peserta
Pemilu dan Pemilihan

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai
dengan
retensi
arsip

3. Alur Penyelesaian Sengketa Pemilihan calon
DPRD Kabupaten

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai
dengan
retensi
arsip

II. PENANGANAN PELANGGARAN
1. Rekapitulasi hasil pengawasan kampanye Divisi Penanganan

Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

2. Rekapitulasi Jumlah Laporan
Pelanggaran Pemilu 2024

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

4. Rekapitulasi jumlah temuan pelanggaran
pemilu tahun 2024

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

5. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

6. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai dengan
retensi arsip

7. Pembentukan Sentra
GakkumduKabupatenManggarai Timur
Pada Pemilu/PemilihanTahun 2024

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

Divisi Penanganan
Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa

2026   Sesuai dengan
retensi arsip


